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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting.
Perkawinan merupakan sunnatuf/ah yang umum berlaku pada semua makhluk

Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.' Allah SWT. berfiman:
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“Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik
dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang
tidsk mereka ketahui”, (Q.S. Yasin: 36F

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah
menciptakan segala sesuatu secara berpasangan. Langit berpasangan dengan
bumi, siang dan malam, kanan dan kiri, baik dan buruk. Begitu pula manusia,
ada laki-laki dan ada perempuan. Berpasang bagi manusia berarti menjalin

hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hubungan ini

terjalin dalam ikatan yang dinamakan perkawinan atau pernikahan.’

'Sa’id Abdullah al Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka
Amani, 2002),1

*Departemen Agama R1, A/-Quran dan Terjemahnys, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), 353
3Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, Juz 2, (Beirut: Dar EI-Fikr, 2006), 453



Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya
membentuk keluarga dengan lawan jenis dan dihalalkannya melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang
berasal dari kata nikah. Secara bahasa, nikah mempunyai arti mengumpulkan,
saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wats). Kata nikah
sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus).® Secara
terminologis, kalangan Ulama Syafi’iyyah merumuskan pengertian perkawinan

adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan

kelamin dengan menggunakan lafaz é-<a atau ’ij.s

Undang-undang Nomor 1| tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau
niisagan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah™.*

4 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 7
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Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera,
dan bahagia. Perkawinan merupakan suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan
diri seorang muslim dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkannya
pada perbuatan zina.’

Tujuan berikutnya adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat
kemanusiaan (menschelijke natuur), menjaga manusia dari kejahatan dan
kerusakan, dan menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang
halal serta memperbesar rasa tanggung jawab.®

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa ‘“‘perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah telah
menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-
aturan yang tidak boleh dilanggar agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut
sah secara agama. Allah memberikan batas dengan peraturan-peraturan berupa
syariat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunpah Rasul.

Di Negara Indonesia, pelaksanaan perkawinan tidak hanya dinilai sah
secara agama saja, akan tetapi harus sesuai juga dengan hukum (aturan) yang

berlaku di Indonesia. Dalam perspektif figh munakahat, sebuah pernikahan

"Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, 22

8Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
Cet. 3,1997), 15-17



harus terpenuhi rukun dan syarat nikah, yang di antaranya rukun perkawinan itu
harus terpenuhi 5 unsur, yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin
perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.’

Berdasarkan perundangan di Indonesia, syarat perkawinan itu ada dua
macam, yaitu syarat materiil dan syarat formal.'® Salah satu syarat materiil
adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam Hukum Islam batas umur
untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya
disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah adalah benar-
benar orang yang balig (dewasa).

Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 6 :
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“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah.
Kemudian jika menurut pendapatmu mercka telah cerdas (pandai memelihara
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (Q.S. an-Nisa’: 6)''

Dari pengertian tersebut, al-Quran secara tersurat (tekstual) memang
tidak menetapkan umur nikah sebagai syarat nikah, tetapi secara tersirat

(kontekstual) al-Quran tidak menutup kemungkinan menetapkan usia

perkawinan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan. Satu hal yang

° Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 46-47

""Rachmadi Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2006), 272

"Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnys, 77



ditekankan dalam al-Quran yaitu balig. Secara psikis atau mental, ciri utama ke-
balig-an seseorang adalah kecerdasan (rusyd). Sedangkan dari segi fisik,
kedewasaan seseorang ditandai dengan keluar air sperma (mani) bagi laki-laki
dan menstruasi (haid) bagi perempuan.'?

Ketentuan yang ada dalam figh munakahat tentang batas usia nikah
sebagai syarat perkawinan berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II pasal 7 ayat
(1) mengatur secara tegas tentang batas usia nikah. Pasal tersebut menjelaskan
bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun”.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah
penting. Keberadaan ketentuan tersebut disebabkan karena perkawinan
merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang di
dalamnya diperlukan kedewasaan baik dari segi biologis maupun psikologis.
Batasan usia nikah yang termuat dalam undang-undang perkawinan
menunjukkan exepressip verbis atau langkah penerobosan hukum adat dan
kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam adat
masyarakat Jawa misalnya, seringkali dijumpai perkawinan anak permpuan yang

masih muda usianya. Anak perempuan Jawa seringkali dikawinkan meskipun

M. Ichwan Sam (et.al), Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ill, (Jakarta:
Majlis Ulama Indonesia, Cet. I, 2009), 231



umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan
hidup bersama sampai batas usia yang pantas. Biasanya peristiwa hukum seperti
ini disebut dengan kawin gantung."”

Pcraturan tentang batas usia nikah sangat scsuai dengan prinsip
perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus telah
matang jiwa dan raga. Tujuannya adalah untu mewujudkan perkawinan yang
kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat
keturunan yang baik dan sehat.

Ungkapan Rachmat Djatnika yang dikutip oleh Dedi Supriyadi
menyatakan bahwa secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan
didasarkan kcpada mctodc mas/ahah mursalah. Namun dcmikian, karcna
sifatnya yang ijtihadi (kcbenarannya relatif), ketentuan terscbut tidak bersifat
kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang
usianya dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, undang-undang
tetap memberi jalan keluar.'

Dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor | tahun 1974 tentang
perkawinan menjelaskan bahwa “dalam hal adanya penyimpangan batas umur
perkawinan secbagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, maka dapat meminta

dispensasi kawin kepada Pengadilan™. Adapun peclaksanaan ketentuan yang

" Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. [/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), 70

“Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung:
Pustaka Al-Fikriis, Cet. I, 2009), 51



mengatur tentang pemberian dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup
umur untuk melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal
13 yaitu “apabila scseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan
calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan
harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi
nikah bagi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita
kepada Pcngadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya”.'®
Scbagaimana ketentuan perundangan di atas, mereka yang masih di
bawah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan ingin melaksanakan
pcrnikahan dapat mcngajukan pcrmohonan dispensasi nikah ke Pcngadilan
Agama. Dalam undang-undang tidak dijclaskan tentang alasan-alasan apa saja
yang dapat dijadikan argumen untuk bisa mengajukan dispensasi nikah,
sehingga dari beragam alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan
Agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau
pengetahuan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.'®
| Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan

pelaksanaannya tidak memberikan alasan secara rinci dalam menolak atau

mengabulkan  dispensasi nikah. Artinya, alasan-alasan untuk menolak

SSudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 382

'Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet. VIi, 2008), 204



didasarkan atas penilaian Hakim. Sedangkan Hakim dalam menetapkan atau
memutuskan suatu perkara terikat dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama pasal 62 ayat (1) yaitu: “Segala penetapan dan
putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga
harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kraksaan pernah
menolak perkara dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur yang
termaktub dalam penetapan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. Untuk menelusuri
apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak
permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dan apa
landasah hukum yang digunakan dalam menolak dispensasi nikah bagi pasangan
nikah sirri di bawah umur dalam permohonan tersebut, penulis memilih judul
“Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah
Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:

032/Pdt.P/2011/PA Krs.”.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa
terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul “Analisis

Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di



Bawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:

032/Pdt.P/2011/PA Krs.”, yaitu:

1.

2.

Batas usia nikah sebagai syarat materiil dan formal perkawinan

Nikah sirri di bawah umur

. Pertimbangan majelis Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah
. Peraturan perundangan tentang dispensasi nikah
. Prosedur pengajuan dispensasi nikah

. Prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah sirri di bawah umur

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah

pada pokok bahasan, yakni:

1.

Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
dalam mengadili perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang penolakan

dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.

. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Kraksaan nomor:

032/Pdt.P/2011/PA Krs. tentang Penolakan Dispensasi Nikah terhadap

Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur.

Rumusan Masalah

Berpijak dari batasan masalah di atas, agar lebih terarah, penulis

merumuskan dengan bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:
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1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kraksaan dalam mengadili perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.
tentang dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi
pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama

Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan seputar masalah yang akan diteliti,
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan/duplikasi daﬁ kajian atau penelitian yang telah ada.'’

Secara umum, peneclitian dengan tema perkara dispensasi nikah yang
terdapat dalam suatu putusan Pengadilan Agama telah dibahas dalam karya tulis
sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan
TAIN Sunan Ampel, terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan
penelitian ini, di antaranya:

Mulyawati (2003) dalam skripsinya yang berjudul “Studi Kasus

Dikabulkannya dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur Di Pengadilan

""Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya, 2011), 9
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Agama Sidoarjo”."® Dalam skripsi ini Mulyawati mengambil beberapa kasus di
Pengadilan Agama Sidoarjo dan mengkosentrasikan pembahasannya pada alasan
penolakan dan penerimaan permohonan dispensasi nikah. Kesimpulannya,
Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permohonan dispensasi nikah karena
pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa akta kelahiran dan tidak
ada kesungguhan dari pemohon terhadap permohonannya yang dibuktikan dari
tidak hadirnya pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan. Sedangkan
dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena terbuktinya alasan pemohon
yang didasarkan atas keyakinan Hakim dengan melihat adanya unsur
kemaslahatan dan kemadaratan.

Barir Masna Afidah (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Studi
terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama
Yogyakarta tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah”.'
Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah terhadap pria dibawah umur
yang akan menikah dengan calon istri yang telah hamil di luar nikah, akan tetapi
pria terscbut belum mempunyai pekerjaan untuk memberi nafkah lahir kepada
calon istrinya. Penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah

yuridiksi yang berbeda, akan tetapi masih sama-sama di pengadilan tingkat

*Mulyawati, Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di
Pengadilan Agama Sidoarjo, (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2003)

"®Barir Masna Afidah, Studs terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan

Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah, (Skripsi pada
jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, [AIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)
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pertama. Objek penelitian dalam pembahasan ini terdiri dua penetapan dari dua
Pengadilan yang berbeda, memiliki duduk permasalahan yang sama akan tetapi
menghasilkan penetapan yang berbeda.

M. Ubaidillah (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Istihsan
terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby.
tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur”.*® Skripsi ini membahas kajian
teoritis tentang teori Istihsan secara mendalam. Teori Istihsan ini merupakan
salah satu sumber penggalian Hukum Islam yang juga disebut al-Adillah al-
Syar’iyyah. Setelah membahas Istihsan secara teoritis, lalu pembahasan
selanjutnya adalah penerapan teori Istihsan itu dalam suatu kasus tertentu.
Dalam hal ini adalah kasus tentang penetapan putusan Pengadilan Agama
Surabaya No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang dispensasi nikah di bawah umur.

Pcnelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan yang mendasar
dengan penelitian sebelumya. Titik perbedaan penelitian ini adalah pada fokus
bahasan atau kasus yang diperiksa. Penelitian ini membahas tentang analisis
yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah
umur dalam penetapan majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan nomor:
032/Pdt.P/2011/PA.Krs. Oleh karena itu, penelitian tentang penolakan

dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur secara khusus belum

®Muhammad Ubaidillah, Tinjavan Istihsan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya
No. 413/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur, (Skripsi pada jurusan Ahwal
as-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)
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pernah ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga penulis

merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan
sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan
Agama Kraksaan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi
pasangan nikah sirri di bawah umur.

2. Mengetahui secara yuridis tentang penyelesaian perkara dispensasi nikah

bagi pasangan nikah sirri di bawah umur.

Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
berguna dalam dua aspek:

1. Aspck keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperiuas
dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di
Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian
ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspck terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan bagi para Hakim dalam memutus suatu perkara
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terutama perkara dispensasi nikah dan bagi mahasiswa Hukum Islam dapat

mencrapkannya dalam profesinya sebagai Hakim maupun praktisi hukum

lainnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis

mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

Analisis Yuridis

Dispensasi Nikah

Nikah Sirri

Menganalisis berdasarkan hukum yang berlaku di

Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa

peraturan, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. UU No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. |
Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Kompilasi Hukum Islam

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada

Pengadi]an Agama Kraksaan agar anaknya tetap bisa

mclaksanakan pecrkawinan meskipun masih bclum

cukup umur atau masih berusia 17 tahun 7 bulan.

Perkawinan yang dilakukan Anak Pemohon dengan

Calon Mecnantu Pemohon yang tidak dicatatkan ke



Di bawah umur

Penetapan

H. Metode Penelitian
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KUA setempat. Prosesi ijab kabul akad nikah yang
mereka lakukan hanya dihadiri wali dari pihak
perempuan yang diwakilkan kepada Kiai setempat dan
2 orang saksi.

Belum cukup umur dalam melakukan pernikahan,
kurang dari 19 tahun bagi pria dan kurang dari 16 tahun
bagi wanita (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan). Calon mempelai yang masih di bawah
umur dalam penelitian ini adalah Anak Pemohon yang
masih berusia 17 tahun 7 bulan.

Pernyataan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil
dari pemeriksaan perkara dispensasi nikah dengan

nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Krs.

1. Data yang Dikumpulkan

a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberi penetapan No.

031/Pdt.P/2011/PA.Krs. tentang penolakan  dispensasi nikah bagi

pasangan nikah sirri di bawah umur.
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b. Ketentuan yuridis tentang dispensasi nikah baik secara materiil maupun

formal.

2. Sumber Data
a. Sumber data primer
1) Salinan penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:
032/Pdt.P/2011/PA Krs.
2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.
I Tahun 1974 tentang Perkawinan
4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder, yaitu data-data pendukung yang berasal
dari wawancara, buku-buku maupun literatur lain yang meliputi :
1) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang
mengadili perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Krs.
2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifudin.
5) Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam karya Dedi

Supriyadi dan Mustofa.
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6) Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam
dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI karya Amiur Nuruddin dan
Azhari Akmal Tarigan.

7) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama karya Mukti Arto.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.*' Penggalian
data ini dengan cara menelaah dokumen penetapan Pengadilan Agama
Kraksaan.

b. Wawancara, adalah bentuk komunikasi antara dua orang. Dalam hal ini,
melibatkan penulis yang ingin memperoleh informasi dari Majelis Hakim
yang mengadili perkara dispensasi nikah nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Kis.

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.??

4. Teknik Analisa Data
Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan

23

uraian data.” Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti

?'M. Igbal Hasan, Merodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indoneia, 2002), 87

2Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian K ualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.
IV, 2008), 180

BLexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.
26, 2009), 248
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melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam
dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang
terlupakan.*

Setelah data yang berkaitan dengan penetapan nomor:
032/Pdt.P/2011/PA Krs. terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut
dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang
membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini,
metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penetapan Pengadilan
Agama Kraksaan yang menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan
nikah sirri di bawah umur. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat
deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki.”

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir
deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan
undang-undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal
dispensasi nikah. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis
hal-hal yang bersifat khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil

hukum yang digunakan dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi

“Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penclitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 172

®Moh. Nazir, Metode Penelitian , (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63
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pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama
Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. dan akhirnya ditarik sebuah

kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan
penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa
bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat
dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan,
sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori. Pepulis mengambil tema “Dispensasi Nikah
sebagai Syarat Materiil dan Formal terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”.
Menjelaskan tentang dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur,
yang mcliputi syarat dan rukun perkawinan, batas usia perkawinan dalam
perundang-undangan di Indonesia, dan prosedur pengajuan permohonan

dispensasi nikah bagi pasangan perkawinan di bawah umur.
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Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul “Penolakan
Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur dalam Penctapan
Pengadilan Agama Kraksaan nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.”, yang meliputi
gambaran umum tentang Pcngadilan Agama Kraksaan (scjarah, wilayah
yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara penolakan
dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama
Kraksaan dan dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam menetapkan
perkara tcrscbut.

Bab keempat adalah analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah
bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. Bab ini mengemukakan analisis
tcntang dasar dan pcrtimbangan hukum yang diambil olch Hakim dalam
mengadili pecrkara yang diperiksa schingga menghasilkan penetapan tersebut.
Pada point yang kedua, penulis melakukan analisis yuridis terhadap penolakan
dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur. Analisis ini dilakukan
agar menemukan sebuah solusi hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus
tersebut dengan seadil-adilnya. -'

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan

hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.



